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ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merugikan keuangan
Negara. Perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah
pertama berapa hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 2
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999? Kedua Dasar pertimbangan hakim di
dalam penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran Pasal 2 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 yang menyebabkan terjadinya disparitas? , Terjadinya disparitas
putusan hakim tindak pidana korupsi di sebabkan 3 faktor utama pertama waktor
Hukum/Regulasi dimana sistem hukum di Indonesia masih menganut Civil Law
System, yang menitik meratkan kepada Undang-undang sedangkan rentang
ancaman pidana minimal dan maksimal dakam KUHP maupun Undang-undang
Tipikor terlampau besar. Kedua faktor internal yakni adanya pemahaman
ideologis yang bernama terhadap the philosophy of punishment (nilai-nilai
filsafah penghukuman) setidaknya dalam ‘aliran hukum pidana-(aliran klasik dan
modern). Ketiga, factor kode etik dan perilaku hakim, dimana terjadinya disparitas
dapat di sebabkan hakim melanggar prinsip-prinsi yang di tetapkan oleh
Makamah Agung RI dan komisi Yudisial Rl dimana hakim harus berprilaku adil
berperilaku jujur, berperilaku arif, dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas
tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi,
berperilaku rendah hati dan professional dan pertimbangan hakim merupakan
personifikasi dari lembaga peradilan di Indonesia yang menjadi corong dari pada
hukum untuk mengemban amanah yang berat. Oleh karena itu, dalam
melaksanakan tugasnya, seorang hakim harus memiliki penalaran yang baik dalam
menelaah dan memberi pertimbangan yang cukup. Dalam hal ini diperlukan proses
penalaran hukum atau disebut sebagai legal reasoning. Legal reasoning dalam hal
ini adalah pencarian “reason” mengenai hukum atau pencarian dasar tentang
bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang
dihadapinya. Dalam kerangka penalaran hukum tersebut maka dibutuhkan lah
hakim yang berpandangan progresif, demi mewujudkan putusan yang seadil-
adilnya.
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